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Abstract

This study aims to analyze the collaboration between the executive and legislature in the
formulation of inclusive budget policies in Southeast Sulawesi Province. The research method
used is a qualitative approach by collecting data through interviews and analysis of related
documents. The results show that close collaboration between the two institutions provides a
solid foundation for inclusive and sustainable budget policymaking. Their synergy ensures
alignment of development visions as well as accountability and transparency in public
budget management. However, there are challenges such as lack of alignment of vision,
limited transparency, and lack of effective coordination. Therefore, it is necessary to improve
communication, understanding, and coordination between the two institutions to create
inclusive and sustainable budget policies that have a positive impact on regional progress.

Keywords: Budget Policy; Collaboration; Execulive; Inclusive; Legislative

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam
penyusunan kebijokan anggaran inklusif di Provinsi Sulaowesi Tenggara. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kudalitatif dengan mengumpulkan data melalui
wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi yang
erat antara kedua lembaga tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi penyusunan
kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi mereka memastikan adanya
penyelarasan visi pembangunan serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
anggaran publik. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya keselarasan visi,
keterbatasan transparansi, dan kurangnya koordinasi efektif. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan komunikasi, pemahaman, dan koordinasi antara kedua lembaga untuk
menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan yang berdampak posifif
bagi kemajuan daerah.

Kata Kunci: Eksekutif; Inklusif; Kebijakan Anggaran; Kolaborasi; Legislatif
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PENDAHULUAN

Kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan umum
anggaran memiliki peran krusial dalam menggalang sinergi yang memperkuat landasan
keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, kolaborasi yang
kokoh antara kedua lembaga ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan

anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Pentfingnya kolaborasi ini terletak pada upaya
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unfuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif, yang mengusung rencana dan
kebijakan, dengan legislatif yang memiliki peran dalam mengawasi serta menyetujui
penggunaan anggaran (Abboah-Offei et al., 2022). Dalam proses penyusunan kebijakan
umum anggaran, sinergi antara kedua lembaga ini tidak hanya menciptakan kebijakan
yang representatif, tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan anggaran publik (Clerici, 2020).

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan
legislatif memberikan landasan yang kokoh bagi penyusunan kebijakan yang mampu
mengakomodasi  kebutuhan masyarakat secara inklusif. Dengan keterlibatan kedua
lembaga ini, kebijokan anggaran dapat lebih responsif terhnadap dinamika kebutuhan
masyarakat, memastikan alokasi dana yang tepat, serta memperkuat upaya pencapaian
fujuan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi yang sinergis antara eksekutif dan legislatif
juga memungkinkan terciptanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap
implementasi kebijakan anggaran. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan
yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kontekstual dan
kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu (Egobueze, 2017). Dengan demikian,
pentingnya kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatfif dalam proses penyusunan
kebijakan umum anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara tidaok hanya memperkuat aspek
partisipatif, tetapi juga mendukung terciptanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan
bagi kemajuan daerah.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran sering
kali terhambat oleh sejumlah tantangan yang mengakibatkan dampak negatif terutama
dalam konteks Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah
kurangnya keselarasan antara visi eksekutif dan aspirasi legislatif terkait penyusunan
anggaran inklusif. Kedua pihak seringkali memiliki pendekatan yang berbeda, menghasilkan
perdebatan panjang terkait prioritas pengalokasian dana (Patterson, 2001). Hal ini sering
mengakibatkan kemacetan dalam proses pengambilan keputusan, menunda penyelesaian
anggaran hingga akhir periode, dan pada akhirnya, menurunkan efektivitas kebijokan yang
dihasilkan. Selain itu, sering terjadi juga kurangnya transparansi dalam komunikasi dan
kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif. Informasi yang terbatas dan kurangnya
aksesibilitas terhadap data yang relevan sering menjadi hambatan utama, menghambat
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat serta
dampak kebijaokan yang diusulkan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi
yang efektif juga menjadi faktor yang memperumit kerja sama antara kedua lembaga,
mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus yang kuat dalam merumuskan
kebijokan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif

dalam menyusun kebijakan anggaran sering kali mengalami hambatan akibat berbagai
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faktor. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah kurangnya keselarasan antara visi
eksekutif dan aspirasi legislatif terkait penyusunan anggaran inklusif (VanDusky-Allen & Kettler,
2023).

Penelition ini memberikan landasan yang kuat unftuk meningkatkan hubungan
kolaboratif antara eksekutif dan legislafif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran.
Penelitian ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar-lembaga, tetapi
juga menyoroti kebutuhan akan proses yang inklusif dan responsif ternadap kebutuhan
masyarakat. Diharapkan bahwa implementasi langkah-langkah ini akan menciptakan
kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan realitas yang ada, memastikan transparansi
informasi kepada publik, dan akhirnya, mendorong pemerintah untuk lebih tepat sasaran
dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.

Review Konseptual

Governance Partnership Theory, menyorofi esensi kolaborasi antara sektor publik,
swasta, dan masyarakat sipil sebagai fondasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kebijakan. Teori ini menitikberatkan pada kolaborasi dan keterlibatan yang menghubungkan
pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Melibatkan mereka dalam setfiap tahapan
kebijakan memungkinkan adopsi solusi holistik yang lebih luas dan responsif. Transparansi dan
akuntabilitas juga menjadi pijakan utama. Proses pengambilan keputusan yang terbuka
memastikan integritas dan keberlanjutan, menjaga kepercayaan publik dalam kemitraan
governance. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil menjadi fondasi
utama pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Koppenjan et al., 2022). Tata
kelola kolaboratif diyakini mengarah pada solusi yang lebih inovatif untuk masalah kompleks
dalam pelayanan public (Gestel & Grotenbreg, 2021). Selain itu, prinsip kemitraan
governance menekankan pentingnya pembagian risiko dan manfaat yang adil. Pembagian
risiko dan manfaat yang adil sangat penting untuk menghormati nilai-nilai inklusifitas,
memperkuat tata kelola yang inklusif bagi masyarakat, serta menjamin keadilan dan
kesetaraan dalam pengambilan keputusan (Dhillon, 2020). Hal ini tidak hanya mengurangi
disparitas kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh sejalan
dengan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Keterlibatan dalam kemitraan ini
memastikan keuntungan sejalan dengan risiko yang diombil oleh perusahaan dan
pemerintah, memperkuat kapabilitas korporat dan memperoleh legitimasi dalam demokrasi
deliberative (Lundan & Cantwell, 2020). Fleksibilitas dan inovasi juga diperjuangkan sebagai
respons ferhadap perubahan lingkungan yang dinamis, memungkinkan adaptasi yang
cepat dan pengembangan solusi baru (Kamalaldin et al., 2020). Melalui prinsip-prinsipnya,
Governance Partnership Theory tidak hanya menawarkan konsep kolaborasi yang kuat,

tetapi juga menjadi panduan bagi entitas publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk
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menciptakan solusi yang holistk dan berdampak luas bagi perkembangan dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wang et al., 2021).

Institutional Role Theory, memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan oleh
lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Lembaga
eksekutif dan legislatif memainkan peran vital dalam proses penyusunan kebijakan
anggaran. Eksekutif bertanggung jawab menyusun proposal, sementara legislatif
memberikan persetujuan, memastikan transparansi, dan menentukan alokasi dana untuk
mendukung tujuan kebijokan negara (Arranz & Arroyabe, 2023). Dalam konteks ini, fokus
utamanya adalah bagaimana kedua lembaga tersebut saling mendukung dan bekerja
bersama untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Risi et al., 2023). Lembaga eksekutif memegang peran
kunci dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijokan anggaran, mempengaruhi alokasi
dana, serta menentukan prioritas pengeluaran demi tujuan dan agenda pemerintahan
(Munir, 2020). Lembaga eksekutif memiliki peran krusial dalam menetapkan prioritas,
kebutuhan, dan tujuan strategis negara. Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi arah
serta memimpin implementasi kebijokan yang memengaruhi perkembangan masyarakat
dan perekonomian, dalam proses ini, eksekutif seringkali bertindak sebagai pengusul
anggaran yang kemudian akan disepakati oleh badan legislative (Wagner et al., 2022). Di sisi
lain, lembaga legislatif memainkan peran penting dalam meninjau, menyesuaikan, dan
menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif sebagai kontrol untuk memastikan alokasi
dana sesuai kebutuhan public (Khassawneh & Elrehail, 2022). Mereka mewakili suara
masyarakat dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai
dengan kebutuhan yang sebenarnya (Mushtaqg, 2020). Melalui proses ini, legislatif memiliki
kendali untuk memastikan fransparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam
kebijakan anggaran (Jain et al., 2020). Kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif
dalam penyusunan anggaran menjadi krusial (He, 2018). Sinergi di antara keduanya
membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan fidak hanya efektif secara teknis,
tetapi juga responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan
(Karbhari et al., 2020).

Public Policy Formulation Theory adalah kerangka konseptual yang merinci proses
pembuatan kebijakan publik dari awal hingga akhir. Ini mencakup serangkaian tahapan
yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.
(Korenik & Wegrzyn, 2020). Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan inklusivitas dan
efekftivitas kebijakan publik yang diadopsi (Pribadi & Igbal, 2022). Tahap pertama dalam teori
ini adalah identifikasi masalah (Paquet, 2020). Pada tahap ini, pemerintah atau pelaku
kebijokan mengevaluasi kondisi yang memerlukan perhation dan tindakan. Hal ini

melibatkan pengumpulan data, andlisis, dan identifikasi akar permasalohan yang ada.
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Dalam proses ini, inklusivitas memastikan bahwa berbagai perspektif dan masukan dari
berbagai kelompok masyarakat dipertimbangkan untuk memahami masalah secara
komprehensif. Setelah identifikasi masalah, tahap perumusan kebijakan dimulai. Di sini,
kebijackan yang diusulkan dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada tahap
sebelumnya(Wen et al., 2022). Proses ini memperhatikan aspek inklusivitas dengan
mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada dalam merumuskan
solusi yang komprehensif. Kemudian, langkah implementasi kebijokan dimulai (Kamau &
Mbirithi, 2021) Ini melibatkan penerapan kebijokan yang telah diformulasikan ke daloam
tindakan nyata. Inklusivitas dalam tahap ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan
dapat diterapkan dengan adil dan menyeluruh, serta mempertimbangkan dampaknya
terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan
sebagai perbandingan pada infsrumen mana sebuah kebijakan itu cocok unutk diadopsi
sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi
Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat
secara umum bagaimana implementasi kebijaokan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa
yang ferjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu
melihat proses kebijakan hingga fingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya;
Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan
“mengapa”, dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara
umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijokan dan konteks
implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian
implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis,
1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar
kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi
antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Terakhir, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan
yang telah diimplementasikan (Egharevba et al., 2022). Evaluasi ini melibatkan analisis
kinerja kebijakan sesuai dengan fujuan yang ditetapkan. Inklusivitas dalam evaluasi
memungkinkan partisipasi masyarakat luas untuk memberikan umpan balik, memastikan
bahwa kebijakan tetap relevan dan memenuhi kebutuhan beragam kelompok Masyarakat.
Dalam keseluruhan proses ini, inklusivitas menjadi pondasi yang memastikan bahwa
kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya memperhitungkan beragam perspektif, tetapi
juga melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk

menciptakan kebijakan yang lebih efekiif, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi
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masalah-masalah kompleks di masyarakat. Teori Penyusunan Kebijakan Publik memberikan
kerangka kerja yang sistematis dalam menghadapi persoalan publik. Dimulai dari identifikasi
masalah hingga evaluasi kebijakan, setiap langkahnya memperhatikan inklusivitas untuk
memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan mencakup berbagai pandangan dan
kepenfingan masyarakat. Ini membantu menciptakan kebijokan yang lebih responsif,

relevan, dan berdampak positif bagi semua kelompok dalam masyarakat (Chaney, 2020).

METODE

Metode penelitian kualitatif dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami secara
mendalam dinamika kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan
anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini akan fokus pada analisis mendalam
dari sudut pandang subjek terlibat, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika,
persepsi, dan pengalaman mereka terkait proses kolaborasi. Metode penelitian kualitatif
dapat mencakup wawancara mendalom dengan para anggota eksekutif dan legislatif,
baik secara individual maupun dalam forum diskusi bersama. Selain itu, observasi partisipatif
terhadap pertemuan-pertemuan terkait penyusunan anggaran serta analisis dokumen-
dokumen terkait kebijokan anggaran dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang
komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan penggunaan teknik analisis
konten terhadap dokumen-dokumen kebijakan, pidato, atau catatan resmi lainnya untuk
menggali gagasan, pemikiran, dan pandangan yang mendasari posisi eksekutif dan
legislatif. Analisis tematik dan pembentukan pola dari data kualitatif juga dapat memberikan
pemahaman mendalam ferhadap tantangan, hambatan, dan potensi solusi yang dihadapi
dalam kolaborasi ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang luas dan inklusif,
penelition ini dapat mengungkap dinamika interaksi, faktor-faktor yang memengaruhi
kerjasama, serta memberikan wawasan yang kaya terkait perbaikan yang dapat diusulkan
guna meningkatkan kolaborasi yang lebih efektif antara eksekutif dan legislatif dalam
penyusunan kebijakan anggaran yang inklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data,
reduksi data, penyagjion data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldana (2014) dalam
(Ewan et al, 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, vyaitu
menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display),
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi
data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan

fransformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2023

Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya unfuk periode 1 tahun. Kebijokan umum memuat kondisi
ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sementara
itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program
priorifas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalom penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD(Utha et
al., 2023).

Proses penyusunan Kebijakan Umum (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dimulai dengan penjelasan
Gubernur pada 17 November 2022, diikuti oleh rapat konsultasi antara Badan Anggaran
dan Komisi Dewan Perwakilan Rokyat Daerah (DPRD), serta pembahasan antara Badan
Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari 17 hingga 21 November 2022.
Diskusi yang intens tersebut bertujuan untuk mendalami dan menyempurnakan rancangan
KUA dan PPAS untuk kebijakan anggaran 2023. Tabel 1 mencantumkan empat agenda
kegiatan dalam rapat anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023 beserta
pesertanya. Agenda pertama adalah pidato pengantar yang disampaikan oleh Gubernur
mengenai Kebijokan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara.
Pesertanya meliputi Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda kedua adalah rapat konsultasi dan
pendalaman kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran.
Pesertanya meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan dan
Anggota Badan Anggaran, serta Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda
ketiga adalah rapat pembahasan kebijokan umum anggaran dan perubahan prioritas dan
plafon anggaran, dengan peserta yang sama seperti agenda kedua, namun tanpa Komisi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda terakhir adalah penandatanganan Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mengenai Kebijakan Umum, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2023, yang dihadiri oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi

Perangkat Daerah, dan Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Tabel 1 memberikan gambaran komprehensif mengenai agenda rapat anggaran serta

peserta yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran di Provinsi Sulawesi

Tenggara tahun 2023.

Tabel 1. Proses Penyusunan Kebijokan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggatan 2023

No. Agenda Kegiatan Peserta
1. Pidato  Pengantar  Gubernur atas  Gubernur, Sekretaris Daerah, Para
Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas  Kepala Organisasi Perangkat
dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi  Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 Rakyat Daerah Provinsi  Sulawesi
Tenggara
2. Rapat konsultasi dan Pendalaman  Sekretaris Daerah, Para Kepala
Kebijakan  Umum  Anggaran  serta  Organisasi Perangkat Daerah
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran  Pimpinan  dan  Anggota Badan
Sementara Tahun Anggaran 2023 Anggaran, dan Komisi-komisi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara
3. Rapat Pembahasan Kebijakan Umum  Sekretaris Daerah, Para Kepala
Anggaran serta Perubahan Prioritas  Organisasi Perangkat Daerah
Plafon Anggaran Sementara Tahun  Pimpinan dan Anggota Badan
Anggaran 2023 Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Penandatanganan Nofa Kesepakatan  Gubernur, Sekretaris Daerah, Para
antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Kepala Organisasi Perangkat

Tenggara dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Povinsi Sulawesi Tenggara

Daerah, Ketua/Wakil Ketua Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Kebijakan Umum  Tahun
Anggaran, serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2023.

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Hasil analisis data sekunder tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
mengikuti pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH menyatakan bahwa KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023, merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun
berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya dibahas dan ditetapkan
secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Hasil pembahasan tersebut melahirkan kesepakatan bersama sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan
demikian, KUA-PPAS tersebut merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Mengacu pada permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta arah

kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi
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Tenggara menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu: "pembangunan manusia dan

infrastruktur untuk mendukung produktivitas menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan”. Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah yang dijabarkan ke

dalam program dan kegiatan prioritas yang terfuang dalam rencana kerja pemerintah

daerah tahun 2023. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah:

1.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan
dasar.

Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai fambah
sektor-sektor unggulan.

Tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar
dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Untuk merealisasikan empat prioritas pembangunan tersebut, maka kebijakan umum

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditempuh adalah sebagai

berikut:
1.

Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas
keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, antara
lain: intensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan tetap
menjaga stabilitas perekonomian daerah dan terus berupaya meningkatkan
pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan maupun penerimaan dari
lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rancangan Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah direncanokan sebesar 4,388 friliun
rupiah, yang diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,456 triliun
rupiah, pendapatan transfer sebesar 2,930 friliun rupiah, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah sebesar 1,483 milyar rupiah.

Kebijakan belanja daerah, pengalokasian betanja daerah masih diarahkan untuk
memberikan dampak bagi perekonomian daerah yang mulai meningkat dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pokok-pokok kebijakan belanja
daerah tahun 2023, diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian farget-target pembangunan
daerah pada akhir periode RPJMD pada tahun 2023. Berdasarkan atas target
penerimaan daerah, maka anggaran belanja pada tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar 4,428 friliun rupiah yang direncanakan untuk membiayai
belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.
Kebijakan pembiayaan daerah meliputi: penerimaan pembiayaan sebesar 400,000

milyar rupiah, yang diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran.
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Dalam rapat konsultasi pendalaman KUA serta PPAS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun
anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Herry Asiku, SE, sejumlah isu
strategis terungkap. Anggota DPRD menyoroti kebutuhan pemutinan pajak kendaraan,
pembangunan jalan provinsi vital, dan pentingnya perhatian terhadap irigasi di beberapa
wilayah. Namun, perdebatan muncul terkait potensi penurunan pendapatan daerah dari
pemutihnan pajak kendaraan, dengan beberapa anggota menyarankan penghapusan
denda sebagai alternatif  untuk  mempertahankan pendapatan. Diskusi  juga
menggarisbawahi wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang memprihatinkan, dengan
anggota menyorofti ketidakmerataan perhatian terhadap beberapa wilayah dalam alokasi
anggaran. Pimpinan rapat, H. Herry Asiku, SE, menekankan bahwa perbaikan infrastruktur
jalan provinsi yang rusak menjadi fokus utama dalam rapat Banggar dengan TAPD, sambil
menyoroti pentingnya keterlibatan Banmus dalam pengambilan keputusan Tahun Anggaran
2023.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, dipimpin oleh
Herry Asiku, SE, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa poin
penting terkait perencanaan anggaran. Fokus utama terletak pada pelayanan publik dan
perftumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,5-5,6%, dengan perhatian khusus
terhadap penanganan inflasi yang diharapkan bisa ditekan ke angka 2-3% pada tahun
2023. Prioritas belanja ditujukan pada penurunan fingkat kemiskinan, investasi di sekfor
pertambangan untuk menyerap tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur serta
ekonomi lokal. Meskipun rencana alokasi belanja mencapai 4,4 triliun dengan defisit 400
miliar, upaya pembiayaan akan dilakukan melalui SiLPA dan pendapatan fransfer untuk
menutupi defisit fersebut. Penfingnya realisasi yang tepat dalam pengelolaan keuangan
menjadi sorotan utama guna menghindari kekosongan kas yang signifikan akibat dari defisit
yang terjadi. Dengan ringkas, poin-poin ini mencerminkan arah kebijokan anggaran tahun
2023 yang bertujuan pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan
penekanan pada pengurangan kemiskinan serta pengelolaan keuangan yang cermat.

Setelah rapat konsultasi yang panjang, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai
kesepakatan penting dalam menyelaraskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD). Terjadi keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam mengharmonisasi
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS). Beberapa program masih memerlukan prioritas, sementara yang lain mungkin fak
bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Ini memberikan tanggung jawab
bersama bagi DPRD. Kesepakatan pertama terfokus pada KUA yang disetujui secara
sementara, tapi perlu disesuaikan dengan anggaran hingga Desember. Perlu pula
pengecekan program yang belum termasuk dalam KUA. Diskusi berlanjut ke PPAS yang

merefleksikan perubahan dalam KUA dan alokasi anggaran untuk setiap OPD. PPAS disetujui
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sementara, tapi perlu penyesuaian angka akhir. Fokus utama rapat adalah penyesuaian

KUA dan PPAS dengan realitas anggaran serta peninjauan kembali program yang diusulkan.
Dalam pembahasan Kebijaokan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 di DPRD, berbagai fraksi menyoroti aspek penting. Fraksi
Nasdem menekankan perhatian khusus ferhadap organisasi masyarakat, terutama yang
terkait dengan kepemudaan dan kemanusiaan, mengantisipasi resesi tahun 2023. PDIP fokus
pada pentingnya membangun prasarana kantor yang memenuhi kebutuhan esensial serta
pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, sementara PKS mendorong peningkatan
Pendapatan Daerah dan inisiatif akfif DPRD dalam penyelesaian bantuan sosial. Fraksi
Demokrat menyoroti kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,
sementara Golkar dan Gerindra mendukung kelanjutan pembahasan dengan penekanan
pada infrastruktur dan pemutihan pajak kendaraan. Fraksi Kebangkitan Pembangunan
Nurani Rakyat menyorofti perbaikan jalan, dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM,
serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Sementara Fraksi PAN memberikan
dukungan penuh dan berharap implementasi KUA-PPAS sesuai kesepakatan tanpa
perubahan signifikan. Dengan demikian, semua fraksi menyatakan dukungan dan
penerimaan terhadap KUA-PPAS tahun 2023 untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023

Nota Kesepakatan Kebijagkan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil dari serangkaian tahapan Proses
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2023, ditandatangani oleh Gubernur Sulowesi Tenggara, H. Al
Maz, SH, sebagai pihak pertama, serta atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Abdurrahman
Shaleh, SH, M.Si, beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Heri Asiku, SE, dan
H. Jumarding, SE, sebagai pihak kedua yang mewakili DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,
menyepakati:

1. Pendapatan Daerah, secara keseluruhan ditargetkan, sebesar RP. 4,544 ftriliun
(empat koma lima ratus empat puluh empat friliun rupiah), yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, pendapatan fransfer, dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah.

2. Belanja Daerah, secara keseluruhan belanja daerah direncanakan sebesar Rp.
4,757 triliun (empat koma tujuh ratus lima puluh tujuh triliun rupiah) yang akan
digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
Belanja Tidak Terduga (BTT).
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3. Pembiayaan Daerah, secara keseluruhan penerimaan pembiayaan direncanakan

sebesar Rp. 488,000 milyar (empat ratus delapan puluh delapan milyar rupiah),
yang diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya.

Selain dari kesepakatan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara mencatat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Gubernur

beserta jajarannya agar :

1.

Dalam penyampaian Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD yang akan datang agar memperhatikan peraturan pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah dimana Pasal 90
menekankan bahwa Penyampaian KUA dan PPAS paling iambat minggu kedua
bulan Juli dan penandatangan kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala
Daerah paling lambat minggu kedua bulan Agustus, sebagaimana atensi dari
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan hasil Audensi dan Koordinasi dari
Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.

Di Akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, pihak DPRD
menyarankan agar pengalokasian anggaran Tahun Anggaran 2023 fokus perhatian
kita pada Perbaikan infrastruktur jalan jembatan, sehingga tidak adalagi riak-riak
terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
Peningkatan pendapatan pada objek perfambangan sesuai amanat Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022

Perhatiaon Pemerintah Daerah terhadap Kabupaten Wakatobi sebagai Kawasan
Pariwisata Nasional (KSPN) dan daerah yang masuk kategori penyangga KSPN
tersebut.

Kegiatan yang belum terealisasi sampai pada akhir tahun anggaran agar
pemerintah daerah dapat menyampaikan ke DPRD kegiatan apa saja yang belum
terealisasi dan apa kendalanya sehingga dapat menjadi perhatian kita semua
dalam proses perencanaan sampai pada penganggaran perubahan APBD yang
akan datang.

Pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang sedianya akan dibangun 22
lantai, maka disepakati akan dibangun 5 lantai dengan skema penganggaran tahun
jamak yang akan ditandatangani persetujuan bersama antara Gubernur dengan
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan KUA
dan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan RKB SMA dan sederajat
karena ditemukan ada sekolah yang masin melaksanakan proses belajar mengajar

yang shift-shiffpan atau bergantian sehingga program pembelajaran fidak efektif.
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Dan juga perhatian kepada honorarium para guru fidak tetap sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka.
8. Perhatian pemerintah terhnadap kesejahteraan Polisi Kehutanan yang bertugas
menjaga kawasan hutan lindung Sulawesi Tenggara, Badan Anggaran mengusulkan
untuk penganggaran honorarium dari RP. 600.000 menjadi RP.1.000.000,-
9. Kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk tetap dilanjutkan
mengingat daya beli masyarakat Sulawesi Tenggara masih sangat rendah akibat
pandemi covid-19 dan dapat mendorong pendapatan asli daerah.
10. Perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan UMKM khususnya dibidang
pertanian, perikanan dan perkebunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat
Sulawesi Tenggara
11. Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah agar memperhatikan Bantuan hibah kepada masyarakat dan rumah ibadah
di Sulawesi Tenggara baik pada Perubahan APBD 2022 maupun pada Ranperda
tentang APBD tahun Anggaran 2023.
12. Pada Dinas Perhubungan agar menjadi perhatian terhadap pengadaan jembatan
timbang pada setfiap pelabuhan.
PEMBAHASAN

Proses penyusunan kebijakan anggaran tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara
melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan berbagai entitas, dimulai dari pidato
Gubernur yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran
Sementara, hingga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan
DPRD. Terdapat empat agenda rapat yang melibatkan peserta dari berbagai tingkatan
pemerintahan, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah,
hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kolaborasi antara Pemerintah
Daerah dan DPRD menjadi krusial dalam proses ini karena melalui serangkaian rapat
konsultasi, pembahasan, dan penandatanganan kesepakatan, terjadi pemahaman
mendalam serta penyempurnaan atas rancangan KUA dan PPAS. Partisipasi DPRD,
khususnya Badan Anggaran dan Komisi, memberikan wawasan dari sudut pandang legislatif,
memastikan representasi kepentingan publik dalam alokasi anggaran, serta mengawal
aspek akuntabilitas penggunaan dana publik. Kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah
dan DPRD menjadi landasan yang menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur,
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terjiaminnya transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa kerjasama antara kedua

entitas tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran yang
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menggambarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
tahun 2023.

Data yang disajikan menggambarkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah
Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan kebijakan anggaran
fahun 2023, sejalan dengan Governance Partnership Theory yang menekankan esensi
kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil sebagai fondasi
pengambilan Keputusan (Fleta-Asin et al., 2020). Hal ini tercermin dalam proses yang
melibatkan serangkaian langkah dari pidato Gubernur hingga penandatanganan Nota
Kesepakatan. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan empat
agenda rapat yang melibatkan peserta dari berbagai tingkatan pemerintahan dan
memungkinkan pemahaman mendalam serta penyempurnaan atas rancangan KUA dan
PPAS.

Partisipasi DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi, menghadirkan perspekfif
legislatif yang vital dalam aspek representasi kepentingan publik serta mengawal
akuntabilitas penggunaan dana publik. Kolaborasi erat ini menjadi landasan yang
menghasilkan kebijakan anggaran yang lebin terukur, responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, dan menjamin fransparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah (Rolfe & Anderson, 2022). Kerjasama antara kedua enfitas tersebut menjadi
fondasi penting dalam penyusunan kebijakan anggaran, menggambarkan aspirasi serta
kepentfingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2023 sesuai dengan
prinsip-prinsip governance partnership yang mengedepankan partfisipasi dan kolaborasi
lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.

Proses penyusunan kebijokan anggaran di  Provinsi  Sulawesi Tenggara
mencerminkan konsep teori peran institusi yang menyorotfi hubungan antara lembaga
eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan teori peran
institusi, terlihat bahwa gubernur, sebagai perwakilan eksekutif, memainkan peran penting
dengan pidatonya yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon
Anggaran Sementara (Ddvid-Barrett & Fazekas, 2020). Namun, langkah selanjutnya
melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, menunjukkan peran
legislatif yang signifikan dalam pembahasan, konsultasi, dan penandatanganan
kesepakatan anggaran. Badan Anggaran dan Komisi DPRD memberikan perspektif
legislatif yang penting, memastikan representasi kepentingan publik serta memantau
aspek akuntabilitas pengelolaan dana publik. Kerjosama erat antara eksekutif dan
legislatif diwarnai oleh pemahaman mendalam, memastikan kebijakan anggaran yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah. Hal ini mencerminkan peran utama yang dimainkan oleh lembaga

eksekutif dan legislafif sesuai dengan institutional role theory (Abrutyn & Lizardo, 2023), di
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mana keduanya saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan anggaran
yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk tahun 2023.

Data yang disajikan menggambarkan proses penyusunan kebijakan anggaran tahun
2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara
Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menghasilkan kebijakan anggaran yang
responsif, transparan, dan akuntabel. Theory of Public Policy Formation mengidentifikasi
tahapan proses kebijakan yang dimulai dari identifikasi masalah, di mana pidato Gubernur
yang merangkum Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara
menjadi fitik awal pemahaman atas kebutuhan Masyarakat (Allen et al., 2020). Perumusan
kebijakan dilakukan melalui serangkaian rapat dan konsultasi yang melibatkan berbagai
entitas pemerintahan, dimulai dari Gubernur hingga anggota DPRD, menunjukkan tahap
kolaboratif dalam merumuskan kesepakatan terkait alokasi anggaran yang mencerminkan
aspirasi - publik. Implementasi  kebijakan dilakukan melalui penandatanganan  Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, menegaskan kerjasama yang kuat
dalam mengawal pengelolaan dana publik serta memastikan akuntabilitasnya. Evaluasi
terjadi secara implisit, dimana kolaborasi erat antara kedua entitas tersebut menjadi
landasan yang menghasilkan kebijokan anggaran yang lebih terukur dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, mengindikasikan tahapan evaluasi dalam teori pembentukan
kebijakan (Siciliano et al., 2021). Dalam konteks Sulawesi Tenggara, kerjasama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi fondasi pentfing dalam memastikan bahwa
kebijakan anggaran yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat

untuk fahun 2023, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pembentukan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan umum
anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting dalam memperkuat
landasan keberlanjutan pembangunan. Kolaborasi ini memungkinkan penyelarasan visi
pembangunan anfara kedua lembaga, memastikan kebijakan yang representatfif,
akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan melibatkan
eksekutif dan legislatif, kebijokan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, memastikan alokasi dana yang tepat, dan memperkuat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. Namun, kolaborasi ini seringkali dihadapkan pada tantfangan
seperti kurangnya keselarasan visi dan pendekatan yang berbeda antara kedua lembaga,
kurangnya fransparansi dan kesepahaman, serta keterbatasan sumber daya dan kurangnya

koordinasi efekfif. Untfuk mengatasi masalah ini, feori Governance Partnership dan
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Institutional Role Theory dapat menjadi panduan dalam membangun kolaborasi yang kuat
antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil serta memperjelas peran eksekutif dan
legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Dengan memperkuat kolaborasi ini,
Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif,

berkelanjutan, dan mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.
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